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ABSTRAK

Dalam upayea untuk meningkatken taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat, meaka dilaksanakan pembangunan
menveluruh di seluruh penjuru tanah air Indonesia dalam rangka
menuju masyarakat yang dicita-citakan, seperti vang diamanatkan
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk menjamin terlaksananva pembangunan yang benar-
benar dapat menjadi sarana perwujudan Keadilan Sosial Bagi
Seluruh Rakyat Indanesia, maka pelaksanaan pembangunan bukan
hanya dilakukan di daerah perkotaan, tetapi juga dilaksanakan
sampai kedaerah pedesaan yang meliputi seluruh aspek kehidupan
masyarakat yang bersangkutan.

Pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan seluruh
bangsa Indonesia ini. merupakan tanggung jawab bersama antara
pemerintah dan seluruh rakvat harus berpartisipasi secara aktif dan
maksimal dalam pembangunan dan didasarkan atas swadaya
masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu pembangunan pada dasarnya merupakan
imbangan kewajiban yang sewajarnya antera pemerintah dan
masyarakat, maka dalam usaha pembangunan, pemerintah

herkewajiban memberikan pengarahan dan bantuan kepada



masyarakat agar semakin mampu melaksanakan pembangunan
secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sehubungan dengan itulah, dalam kaitanya dengan upaya
untuk melaksanakan pembangunan desa sebagaimana yang
diharapkan. serta dalam rangka menggerakkan dan meninggkatkar
partisipasi masyarakat dalam pembangunan, diberitkanlah setiap
desa berupa Inpres Bantuan Pembangunan Deasa sejak Repelita
Ketiga termasuk desa-desa dan kelurahan yang ada dalam wilavak
kecamatan Labakkeng Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan vang
terutama dimakeudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan dalam wilayah yang bersangkutan,

Bantuan Pembangunan Deasa yang diberika kepada setiap
desa atau kelurahan diwilayah kecamatan Labakkang telah berhasil
dimanfaatkan dengan sebaik-baikuya, baik dalam meningkatkan
partisipasi masyarakat dan swadaya masyarakat, maupun dalam
melengkapi berbagai prasarana untuk setiap desa dan kelurahan
sebagai penunjang untuk meninggkatkan taraf hidup dan
kesejahitraan masyarakat di wilayah tersebut. Dalam pelaksanaanya
terdapat beberapa masalah yang dihadapi, dan masalah-masalah
tersebut sebagian telah ditanggulangi dan sebagian lainnva masili

tetap berlangsung dan terus diusahakan pemecahannya.



BAB I .

PENDAHULUAN

A. Later Belakang Masalah

Pembangunan daerah adalah merupakan bagian integral dari
pembangunan nasional vaitu untuk mewujudkan masyarakat adil
dan makmur yang merata baik materil maupun spritual berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, maka dalam
pelaksanaan pemerintah menetapkan tahapan-tahapan yang
dituangkan dalam rencana pembangunan. Dimana dalam setiap
pembangunan mempunyai tujuan vang ingin dicapai. Hal ini
dimaksudkan untuk meletakkan landasan vang kuat. Untuk
tahapan pembangunan berikutnya.

Berdasarkan dengan hasil pembangunan vang telah dicapai
sampai sekarang, maka bangsa Indonesia ai bertekad untuk
mempercepat tujuan utama pembangunan vaitu terciptanya
landasan bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang di
atas kekuatan sendirinya menuju masvarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila. Landasan vang kuat meliputi : Fkonomi,

agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sosial

budaya, politik, pertahan dan keamanan.



Untuk menciptakan kerangka landasan perlu diusahaken
terciptanya kondisi nasional yang memberikan ransangan serta
peluang seluas-lnasnya bagi semua potensi pembangunan untuk
berpatisipasi dalam usaha pembangunan nasional serta
mengusahakan keseimbangan dan keserasian di berbagai bidang
agar pembangunan lebih merata di selurnh tanah air, untuk itu
pemerintah memberikan bantuan terhadap pembangunan desa.

Dalam rangka penunjang pelaksanaan pembangunan daerah
agar mencapisasaran yang diinginkan, maka partisipasi masyarakat
mempunyai peranan vang sangat penting. Sebab tanpa dukungan
dari seluruh masyarakat maka setiap kebijaksanaa vang ditetapkan
oleh pemerintah, sudah barang tentu tidak terlaksana secara efesien
dan efektif.

Untuk kesadaran masyarakat diharapkan untuk turut aktif
dalam setiap pelaksanaan pemerintahan, terutama dalam proses
pembangunan yang dilakukan di daerahnya.

Perlu diketahut bahwa partisipasi masyarakat itu sangat
penting dalam pelaksanaan pembangunan. Di lain pihak proses
pembangunan itu juga dapat menimbulkan pérh;lasan partisipasi
masyarakat. Hal ini sejalan dengan vang dikemukakan oleh Bintoro

Tjokoramidjojo, (1985 : 225} dijelaskan sebagai berikut :




Di lain pihak proses pembangunan itu sendiri diharapkan
akan menimbulkan perluasan partisipasi, misalnya dengan
pembangunan diharapkan terjadi perluasan kesempatan kerja,
dan adanya kesempatan itu, kesedian dan kemampuan bekerja
anggota masyarakat di dalamnya adalah bentuk partisipasi
yang paling besar,

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa  proses
pembanguna tersebut tidak hanya memerlukan partisipasi
masyarakat saja. Namun yang menjadi masalah sekarang im
bagaimana impelementasinya, yaitu ada atau tidaknya partisipasi
masyarakat secara sukarela serta bagaimana menggerakkan
masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan sebah partisipasi
masyarakat bukan hanya terbatas dalam pembangunan melainkan
juga dalam proses perencanaan.

Sehubungan dengan uraian di atas maka berbagai upaya yang
ditempuh pemerintah untuk lebih meningkatkan tarap hidup
masyarakat yaitu :

a. Secara bertahap membebaskan semua sewa dari keterpencilan
dengan pembangunan prasarana perhubungan vyang dapat
memperlancar hubungan desa dengan kecamatan dan kota.

b. Menata kembali daerah-daerah vang terlalu padat penduduknya.
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¢. Meningkatkan mutu aparatur pemerintah agar mampu
menyelenggarakan adiministrasi pemerintah bagi kelancaran
pembangunan. Khususnya pembangunan daerah serta dapa_t.
mendorong penduduk untuk dapat berprakarsa dalam
pembangunan menggerakkan masyarakat untuk dapat berperan
aktif dalamsetiap pembangunan yang akan dilaksanakan.

d. Menggerakkankoordinasi terhadap semua program pembagunan
Daerah.

e. Memberkan bantuan terhadap pembagunan daerah untuk
mendorong swadaya gotong royong masyarakat.

Namun demikian, telah berbegai kebijaksanaan-kebijaksanaan
den langkah-langkah yang ditempuh, akan tetapi kenyataan
sekarang ini masalah-masalah yang dihadapi desa dipandang perlu
mendapat perhatian adalah :

a. Masih terdapat desa vang tertinggal dari pembangunan. seperti
desa di Kecamatan Lahakkang Kebupaten Dati II Pangkajene dan
Kepulauan.

b. Lemhaga yang dapat menggerakkan partisipasi masyaarkat belum
berkemban sebagaimana yang diharapkan.

c. Tingkat kesadaran dan keterampilan penduduk belum memadai

menyebabkan produktivitas pendapatan penduduk masih rendah.



Dari berbagai masalah yang dihadapi dalam pembangunan
Desa seperti diuraikan di atas, maka terdorong penulis untuk
mengadakan penelitian yang berjudul “Peranan dan Partisipasi
Dalam Pembangunan Desa kecamatan Labakkang Kabupaten Dati Il

Pangkajene dan Kepulauan”.

B. Batasan Dan Rumusan Masalah

Seperti diketahui bahwa pembangunan itu tidak lain adalah
suatu usaha yang dilaksanakan secara sadar dalam rangkah
pertumbuhan dan perubahan vyang terencana. Oleh karena
pembangunan berarti suatu masa depan dengan proses perubahan
dari keadaan yang kurang baik, menuju keadaan yang lebih baik.
Agar kegiatan tersebut dapat berkjalan dengan lancar, teratur dan
sesuai dengan apa yang diharapkan maka perlu ada perencanan
pelaksanaan dan pengawasan yang lebih sistimatis.

Proses pembangunan desa yang dilaksanaken belum dapat
berjalan sebagimana yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh
berbagai masalah seperti masalah ekonomi dan masalah sosial. Dari
segi pelaksananya masih kurangnya tenaga terampil serta tingkat
kesadaran masyarakat akan pentinnya pembangunan masih rendah.

Mengingat banyaknya measalah-masalah yang dihadapi dalam

proses pelaksanaan pembangunan Desa Kecamatan Labakkang




kabupaten Dati II Pangkajene Kepulauan, maka untuk lebih

sistematisnya penyusunan skripsi ini periu membatasi permasalahn
yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan

Desa di Kecamatan Labakkang Kabupaten Dati I Pangkep.
2. Faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan

pembangunan.

3. Apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan pembangunan desa.

C. Tuyjuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam proses
pembangunan desa di Kecamatan Labakkang Kabupaten Dati
1 Pangkajene Kepulauan.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat
dala melaksanakan pembangunan desa.
c¢. Untuk mengetahui hasil-hasil vang dicapai, sehubungan
dengan pelaksanaan pembanguanan desa.
2. Kegunaan Penelitian
a. Diharapkan hasil peneclitian ini menjadi bahan informasi bagi

pemerintah dalam mengambil kebjjaksanaan terhadap

pembangunan desa.




b. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan perbandingan
dengan daerah-daerah lain.
c. Hasil penelitian ini menjadi bahan masukan di perpustakaan

dan menjadi bahan informasi bagi yang memerlukan.

D. Kerangka Konseptual

Untuk pemeratan pembangunan keseluruhan masyarakat
Indonesia, pemerintah berusaha terus untuk meningkatkan
pembanguna di daerah-daerah. Untuk mencapai usaha tersebut
pemerintah mengambil kebijaksanaan inpers bantuan desa yang
diberikan kepada daerah-daerah pada setiap tahun anggaran,
kebijakan tersebut dimulai pada repelita pertama. Tujuan pemberian
bantuan desa tersebut untuk lebih meningkatkan kesajahteraan
masyarakat karena terpenuhinya kebutuhan mereka dengan
dibangunnya berbagai sarana dan prasarana.

Selain tujuan pemberian inpers tersebut juga ditujuken untuk
merangsang masyarakat agar dapat turut serta dalam setiap
pembangunan yvang dilaksanakan.

Untuk nilai-nilai atau lembaga-lembaga di dalam masyarakat
perlu didorong agar dapat bernilai positif terhadap kepentingan

nasional. Hal ini sejalan dengan pendapat I Nyoman Beratha, {1982 :

71) menjelaskan bahwa :




“Institnsi-institusi kemasyarakatan seperti gotong royong,
femupakatan, pemusyawaratan dan lain sebagainya yang
hidup dalam masyarakat perlu diperiksa dengan seksama
untuk akhirnya nilai-nilai positif dari instutisi itu dapat
berkembang dan unutk kehidupan nasional pada umumnya”.
Dari uraian tersebut nampak jelas bahwa pembangunan itu
dapat berjalan lancar apabila didukung oleh seganap lapisan
masyarakat. Untuk itu pemerintah berkewajiban memberikan
bimbingan dan motivasi kepada masyarakat agar memberikan
motivasinva. Untuk lebih jelasnya bagaimana pemerintah
menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
dan bagaimena partisipasinya, dapat dilihat pada gambar skema

konseptual sebagai berikut :

Partisipasi Pembangunan
masyarakat ° Sarana
- Pilkiran - Produks: Pelakeanaan
- Tenaga ———® - Perhubungan [—® rencanayang
Uang -  Penmsaran telah ditetapkan
- Bahan - Sosal
Umpan Balik

Dari gambaran diatas, nampak bahwa pemerintah dalam era

pembagunan dewasa ini, dalam upaya merangsang masyarakat
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untuk turut serta dalam berpartisipasi oleh setiap pembengﬁﬁéﬁ-

yang dilaksanakan, maka disiapkan berbagai sarana-sarana

pembangunan agar seliruh kegiatan dapat berjalan sesuai
yang diharapkan dalam pelaksanaan rencana yang telah

ditetapkan.

E. Metode Penelitian
1. Tipe dan Dasar Penelitian
a. Tipe Penelitian
Tipe Penelitian yang digunakan adalah deskyiptif yang
berusaha memberikan gambaran secara umum mengenai
permasalahan vang diteliti.
b. Dasar Penelitian
Dasar penelitiann yang digunakan adalah survei yang
dimaksudkan untuk mengumpulkan data dari sejumlah
responden melalui wawancara.
2. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi (pengamatan) yaitu mengadakan pengamatan secara
langsung terhadap obyek yang ditelii yang sehubungan
dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.
h. Wawancara (Interview) yaitu penulis mengadakan wawancara

atau tatap muka secara langsung kepada respondan yang
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dianggap lebih mengetahui masalah yang diteliti khususnya
masalah pembangunan.

¢. Angket/Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan
jalan mengedarkan sejumlah daftar pertanyaan kepada
responden yang terlebih dabulu ditentukan melalui sampel.

3. Populasi dan SBampel

a. Populasi
Populasi adalah keseluruhan obyek yang diteliti. Yang menjadi
populasi dalam penelitian ini adalah seluruh DesafKelurahan
yvang ada dikecamatan Lahakkang Kabupaten Daerah Dati II
Pangkajene Kepulauan berjumlah 4 ({empat) kelurahan
9 (sembilan} Desa, yaitu dengan jumlah penduduk 40.080,
tokoh-tokoh masyarakat 80 orang.

b, Sampel
Jumlah responden yang dipilih berdasarkan teknik penerikan
sampel yaitu : populasi sampel (sampel jenuh). Adapun yang
menjadi respoden dalam penelitian ini terdir: dari tokoh-tokoh
masyatrakat setiap kelurahanj/desa yvang ada di kecamatan
Labakkang sebanyak 80 orang dengan perincian sebagai
berikut :
» Kelurahan Labakkeng sebanyak 20 orang terdiri dari :

Tokoh Tani 5 orang



Tokoh Adat 5 orang

Tokoh pendidik S orang

Tokoh Agama S orang

Pemerintah Setempat

Kelurahan Pundata Baji sebanvak 20 orang terdiri dari :
Tokoh Taiu S orang

Tokoh Adat S orang

Tokoh pendidik 5 orang

Tokoh Agama 5 orang

Pemerintah Setempat

Kelurahan Bori Masunggu sebanvak 20 orang terdiri dari :

Tokoh Tani S orang
Tokoh Adat S orang
Tokoh pendidik S orang
Tokol1 Agama S5 orang

Pemerintah Setempat

Kelurahan Mangngallekana sebanyak 20 orang terdiri :

Tokoh Tamnt S orang
Tokoh Adat S orang
Tokoli pendidik 5 orang
Tokoh Agama S orang

Pemerintah Setempat

11
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4. Teknik Analisa Data

Data yang dikumpulkan dari responden mula-mula
diklasifikasikan dan diedit dan diberikan kode. selanjutnyva disusun
dalam tabel-tabel prekuensi atan presentase agar mudah dianalisis

secara kualitatif,

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran mengenai ruang lingkup
pembahasan skripsi ini maka disusun sistematika pembahasan
dalam 5 {lima) Bab sebagai berikut :

Bab Pertama yaitu pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang
Masalah, Pembahasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan
Kegunaan Penelitian, Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode
Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua yaitu Tinjauan Pustaka, vang menguraikan
tentang beberapa pengetian, Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Desa. Pentingnya Partisipasi Masvarakat dalam

Pembangunen.

Bab Tiga yaitu Gambaran Umum Lokasi Penelitian, yang
memuat Geografis, Keadaan Demogratis. Struktur Organisasi

Kecamatan Lahakkang Kabupaten Pangkajene Kepulauan.
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Bab Keempat Yaitu, Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan
pembahasan yang membahas tentang Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan. Hasil-Hasil yang dicapai. dan faktor-faktor
Penghambat.

Bab Lima yaitu merupakan bab Penutup yang terdiri dari

Kesimpulan dan Saran-saran.




BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Partisipasi

Pengertian Partisipasi berasal dari bahasa asing yaitu
i’articipation vang berarti mengikut sertakan pihek lain. Namun
demikian, Pengertian Partisipasi yang lebih jelas yang dikemukakan
oleh Bintoro Tjokroamijojo, (1985 : 224} mengemukakan bahwa :

“Partisipasi adalah suatu kegiatan kemasvarakatan atas dasar

kesukarelaan tetapi juga sering kali karena pola kekuasaan

dan Iklim Tradisional kemasyarakatan dipakai juga sebagai
alat mobilitas, yaitu Gotong-Royong”.

Pada dasarnya gotong-royong tersebut adalah berdasarkan
kesukarelaan, saling membantu bekerja untuk suatu kegiatan vang
menyangkut sebagaian anggota atau kepentingan seluruh anggota
masyvarakat, Ikatan kemasyarakatanmyva adalah ikatan tempat
ataupun berdasarkan pada suatu ikatan tradisional lain. Ia menjadi
mobilitas apabila terdapat kekuatan ekstern yang menggerakkan
untuk kegiatan {(mungkin untuk kepentingan masyarakat itu sendiri}
suatu pekerjaan dengan cara gotong-royong.

Selain dari pengertian tersebut, pengertian partisipasi juga

terdapat dalam diklat bunga rampai administrasi pembangunan yang

14
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dikemukakan oleh M. Syukur Abdullah, (1987 :76) menjelaskan
bahwa :

“Partisipasi i1alah sikap tanggap masyarakat lokal (loka
response] terhadap anjuran-anjuran, petunjuk-petunjuk
tentang cara-cara bar tentang pemakaian teknologi dan
kesediaan memberikan pengorbanan (dalam arti impestasi)
modal, waktu tenaga dan uang untuk tercapainya tuijuan
pembangunan”.

Dari uraian tersebut nampak bahwa partisipasi itu tidak
lain ialah sikap masyarakat. Bila dikaitkan dengan proses
pembangunan sikap masyarakat terhadap setiap pembangunan yang
dilaksanakan, yang mana masyarakat itu secara suka rela turut
serta didalamnya.

Adapun bentuk dan jenis-jenis partisipasi masyarakat yaitu :

1. Bentuk Partisipasi

Dalam Aplikasi bentuk partisipasi masyarakat terhadap
pembangunan, terdapat berbagai macan bentuk, diantaranya
menumt RA Santoso Sastropetro membagi bentuk partisipasi
dalam bentuk seperti di bawah ini :

1. Konsultasi

2. Sumbangan spontan berupa uang atau barang
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3. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai oleh
seluruh komuniti

4, Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya
herasal dari individu/instansi yang berada diluar lingkungan
tertentu

5. Sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilakukan
tenaga ahli setempat

0. Aksi massa

7. Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga sendiri
8. Membuat proyek komuniti vang bersifat otonom.
{R.A. Santoso Sastropoetro, 1986 : 16)

Dari delapan bentuk partisipasi yang dimaksudkan diatas,
vang paling sering kita temukan dikalangan masyarakat secara
umum dan di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene
kepulauan dan khususnya adalah partisipasi dalam bentuk
sumhbangan spontan berupa uang dan barang yang biasanya
disebut dengan swadaya masyarakat, dan partisipasi masyarakat

dalam bentuk ketrja yang biasanya disebut gotong-royong.

. Jenis-jenis Partisipasi

Menurut jenisnya R.A. Santoso Sastropoetro, membagi atas

enam jenis partisipasi sebagai berikut :
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1. Pikiran {Psychological Participation)

2. Tenaga (Phisical Participation})

3. Pikiran dan tenaga (Psychological and Phisical Participation)
4. Keahlian (Participation With Skill)

5. Uang { Material Participation)

6. Uang ( Money Participation),

(R.A Santoso Saatropoetro, 1986 :16)

Partisipasi delam bentuk pikiran biasanya dilakukan oleh
tokoh-tokoh masyarakta atau warga yang kurang mampu untuk
memberikan partisipasi dalam bentuk uang. Sedangkan
partisipasi yang ketiga ialah merupakan bentuk partisipasi yang
paling banyek dilakukan oleh masyarakat pedesasan yang dimiliki
rasa kekeluargaan yang cukup tinggi dibanding dengan
masyarakat perkotaan.

Sedangkan dalam bentuk keahlian dibidang dilakukan oleh
para warga masyarakat yang memiliki keahlian dibidang tertentu,
misalnya tukang kayu, tukang batu.

Lain halnya dengan jenis partisipasi dalam bentuk uang
dan barang, biasanya dilakukan oleh warga masyarakat yang
tidak memiliki keahlian secara fisik dan kurang memiliki waktu
yangecukup untuk menyumbangkan tenaganya, akan tetapi

memiliki kemampuan materil dan biasanya pertisipasi dalam
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bentuk ini dilakukan warga masyarakat yang tingkat ekonominya

lebih mapan.

B. Pengertian Poembangunan

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu usaha
perubahan menuju ke keadaan vang lebih baik berdasarkan norma-
norma tertent:. Perubahan vang direncanakan dengan pendaya
gunaan potensi alam, manusia, dan siosial budaya inilah yang
disebut pembangunan.

Suatu bangsa dalam pembangunan nasional sebenarnya
adalah : merupakan suatu usaha raksasa dari bangsa tersebut
untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh
rakyatnya. Dengan demikian pembangunan nasional merupakan
suatu langkah atau tindakan untuk perbaharui kehidupan nasional.
Untuk memberikan pengertian yang lebih mendasar tentang arti
serta makna pembangunan itu maka ada baiknya Kkita tinjau
beberapa batasan pengertian vang dikemukakan oleh beberapa orang
ahli antara lain :

“Pemhbangunan itu adalah suatu proses dimana orang atau

masyarakat desa mulai mendiskusikan dan menentukan

keinginan mereka kemudian merencanakan dan mengerjakan-

nyva bersama-sama untuk memenuhi keinginan tersebut.”
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Agar suatu pembangunan memperoleh sukses dan lancar
maka momentun yang timbul dari gerak pertama digunakan untuk
menggerakkan wusaha yang lain, disamping maka dalam
pembangunan ini pun kita harus bekerja sacara bertahap, Kita
mulai dengan hal-hal yang sudah kita kenal di daerah itu kemudian
meningkatkan kepada hal-hal yang modern setelah usaha pertama
mencapai sukses,

Menurut Prof. Dr.S.P. Siagian, MPA, (1982 : 1-2) menjelaskan
bahwa :

“Pembangunan adalah suatu usaha rangkaian pertumbuhan

pembangunan yang berencana secara sadar oleh suatu bangsa

atau negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam
rangka pembinaan bangsa.”

Apabila pengertian di atas dianalisa lebih lanjut maka akan
terlihat beberapa pengertian pokok yang sangat penting diperhatikan
seperti :

a. Pembangunan merupekan suatu proses yang berti dalam suatu
keinginan yang terus menerus dilaksanakan.

b. Pembanguna merupakan suatu usaha secara sadar dilaksanakan

c. Pembangunan dilakukan secara berencana berorientasi terhadap
pertumbuhan dan perubahan.

d. Pembangunan itu ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa.
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Selanjutnya menurut MR. Soetomo S. Honggowongso, {1986 :
25) mengemukakan bahwa :

“Istilah pembangunan masyarakat desa mula-mula hanya

pembangunan masyarakat saja, sesuai dengan istilah asli

asingnya Commoniti Dewelopment, rasa-rasanya yang ash

di Indonesia adalah D nya (desa} saja dari pembangunan

masyarakat desa (PMD). Jadi Village Community Development

sebab istilah-istilah dilain negara pada umumnya hanya

CD atau rudal CD misalnya Birma, kemudian di Indonesia

pada akhir-akhir ini terkenal istilah pembangunan desa

dimana dalam istilah desa sudah tercakup pengertian
masyarakatnya.”

Pada pokoknya istilah-istilah seperti  pembangunan
masyarakat desa, modernisasi desa pembangunan desa sebenarnya
mengandung pengertian bahwa :

“Peningkatan masyarakat pendesaan akan mencegah derasnva

perpindahan penduduk ke kota-kota besar. Disamping itu

perluasan kesempatan kerja juga perin dituangkan dalam
program kerja khusunya antara lain pembangunan proyek

padat karya di daerah pendesaan vang kenyataannya

merupakan sumber tenaga kerja.”
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Pembangunan masyarakat desa sebagaimana dimaksudkan
didalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tersebut di atas
dimaksudkan untuk mempertinggi hasil usaha setiap anggota
masyarakat desa yang berarti pula mempertinggi penghasilan dan
tingkat penhidupan masyarakat dan desa itu sendiri.

Pembangunan masyarakat pendesaan adalah dengan menitik
beratkan keinginan dan kesadaran masyarakat pendesaan dan
pemerintah desa yang bersangkutan dengan menghidupkan dan
memupuk serta membimbing rakyat dengan berbagai usaha-usaha
dan bantuan-bantuannya. Hal ini harus berpegan pada prinsipnya
dan asas kekeluargaan yang diwujudkan dalam musyawarah dan
mufakat.

Pembangunan masyarakat desa baru dapat dilaksanakan
dengan baik apabila dilakukan atas usaha sadar dari masyarakat
desa tersebut yang disertai dengan keinginan dan perhatian yang

jelas.

€. Tujuan Pembangunan Masyarakat Desa

Tujuan pembangunan masyarakat desa setalah bangsa
Indonesia mencapai kemerdekean adalah terwujudnya masyarakat

adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945.
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Tujuan dan prinsip dan fundamental dari pembangunan
masyarakat desa di Indonesia adalah bahwa dalam jangka pendek
bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat., khususnya rakyat di
desa. Sedangkan tujuan jangka panjang pembangunan masyarkat
desa adalah identik dengan tujuan jangka pembanguna nasional
sebagaimana yang ditetapkan dalamn GBHN di jelaskan bahwa :

“ ... Tuyjuan pemnbagunan nasional adlah mewujudkan suatu

masyarkat yang adil dan makmur yang merata material dan

sprituill berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945 di dalam wadah negara kesatuan Republik

Indonesia yang  berdaulat, merdeka, bersatu dan

berkedaulatan rakyat dalam suatu suasana kehidupan

prikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan damai
dalam lingkungan pergaulan vang merdeka, tertib dan
damai.”

Berdasarkan hal tersebut imaka  nyatalah bahwa
pembangunan masyarakat desa adalah bagian yang tak terpisahkan
dari pembangunan nasional yang merupakan pembangunan jangka
panjang yang dilaksanakan akan secara bertahapyaitu lima tahun
yang dituangkan dalam rencana pembangunan.

Tujuan setiap tahap pembangunan adalah sama yaitu :

a. Meningkatkan tarap hidup dan kesejahteran seluruh rakyat.
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b. Meletakkan landasan yaang kuat untuk tahsp pembangunan
berikutnya secara berkesimambungan.

Dengan tujuan ganda tersebut bahwa dalam setiap tahap
pembangunan akan diusahakan agar setiap rakyat segera
dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan berupa
kesejaliteraan lahir bathin sambil mempersiapkan tahap
pemhbangunan herikutnya.

Sasaran utama pembangunan jangka adalah pembangunan
bidang ekonomi dengan tujuan utama adalah untuk mencapai

terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat banvak.

D. Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Pembangunan Desa.

Berbicara tantang kebhijaksanaan pemerintah dalam bidang
pembangunan desa, maka dapat dikemukakan bahwa kebijaksanaan
pemerintah yang dimaksud meliputi berbagai bidang, hal im
dilakukan karena pembangunan nasional meliputi seluruh lapangan
hidup masyarakat yang bersangkutan, serta harus betul-betul
dirasakan oleh masyarakat desa sebagai perbaikan tingkat hidup
dan kesejahteraan.

Kebijaksanaan pemerintah yang dimaksud seperti adanya
penelitian yang saksama mengenai kedudukan setiap desa dalam

kaitannva dengan pembangunan daerah. Ini berarti bahwa
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pemerintah  berusaha mengetahui sejauhmana peranan desa
mengembangkan daerah secara menyeluruh dan dinamis,
sehingga dapat menjadi bahan untuk menyusun kebijaksanaan lebih
lanjut.

Selain penelitian, salah satu kebijaksanaan pemerintah vaitu
weningkatkan pengaetalman dan keterammpilan masyarakat desa
vang akan diarahkan kepada usaha meningkatkan produktifitas.
Kebijeksanaan-kebijaksanaan dikaitkan dengan memperhatikan
mekanisme yang ada dalam kehidupan masyarakat desa, yang
dilandasi dengan suasana yang dipengaruhi oleh adat istiadat,
kepercayaan, gotong-royong, tatakerja tradisional dan sebagainya.

Selanjutnya ditetapkan juga kebijaksanaan lain yaitu dengan
menstimulir lembaga perkreditan desa untuk melayani kebutuhan-
kebutuhan dan menyesuaikan diri dengan tingkat kemampuan
masyarakéat desa pada umumnya.

Selain  daripada itu, pemerintah juga menetapkan
kebijaksanaan dengan mengusahakan bantuan material kepada
masyarakat untuk menghimpun dan meningkatkan serta
mengintensifkan cara kerja gotong rovong yang diarahkan kepada
usaha-usaha untuk menunjang suksesnya pembangunan. Guna
untuk melengkapi dan menyempurnekan sarana-sarana produkst,

perhubungan dan prasarana lainnya, bhantuan tersebut tidak



diperuntukan bagi keperluan yang bersifat konsumtif,melajniraﬁ
untuk membantu untuk mendapatkan bahan yang tidak dapat
diperoleh didaerah yang bersangkutan, kebijjaksanaan ini dikenal
dengan bantuan pembangunan yang didasarkan atas instruksi
presiden dalam setiap tahun anggaran.

Kebijaksanaan lainya yang merupakan kebijaksanaan yang
sangat menentukan yaitu mengefektifkan struktur pemerintahan
desa yang dibarengi dengan lembaga-lembaga desa sehingga dengan
demikian dapat diwujutkan keterpaduaan dalam pelaksanaan
pembangunan desa yaitu antara pemerintah desa dengan

masyarakat desa.

E. Tujuan Inpres bantuan desa.

Inpres bantuan desa untuk pembangunan yang diberikan oleh
pemerintah pusat kepada setiap kelurahanfdesa di seluruh plosok
tanah air pada dasarnya untuk meningkatkan tarap hidup agar
terdapat keseimbhangan didalam pertumbuhan desa dengan bernsaha
memancing swadaya dan gotong-royong masyarakat dalam
berpartisipasi aktif terhadap pembangunan dan usaha-usaha yang

pada akhirnya dapat membentuk kekuatan pembangunan.

Sebagaimana diketahui sekitar 80 % penduduk Indonesia

berdiam didaerah pedesaan dan oleh karena itu meka pembangunan
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kelurahan/desa mempunyai arti yang sangat penting. Dalam GBHN
diamanatkan bahwaperhatinan yang sebesar-besarnya perlu
diberikan kepada peningkatan pembangunan kelurahan / pedesaan
terutama melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat
secara maksimal dana-dana yang langsung maupun tidak langsung
bagi pertumbuhan kelurahan/desa immplementasi dari kebijaksanaan
pemerintah ini vaitu impres bantuan desa yang merupakan hagian
penting dari pembangunan nasional.

Didalam himpunan peraturan pokok bantuan pembangunan

desa dinyatakan bahwa:

1. Pemberian bantuan pembangunan desa yang selanjudnya
bertujuan untuk mendorong dan mengerahkan usaha
swadaya gotong-royong masyarakat desa.

2. Bantuan digunakan tuntuk menggunaken bahan-
bahan pembangunan yang sukar didapat atau tersedia
didesa.

3. Bantuan tersebut pada dasarnya digunakan untuk
membantu  desa-desa dalam usaha pembangunan
perasarana-perasarana desa meliputi prasaranaa produksi

desa, prasarana perhubungan desa, prasarana pemasaran

desa, dan prasarana sosial. Untuk satuan wilayah setingkat

desa dalam, bantuan dapat digunakan untuk perbaikan
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dan pembangunan satuan wilayah dalam pembangunan,
lingkungan kota-kota yang dimaksud.

4, Usaha-usaha pembangunan sarana desa dalam membentuk
proyek yang dapat meningkatkan partisipasi masyvarakat
desa secara aktif dalam proses pembangunan sosial
ekonomi dan sosial budaya didaerah pedesaan yang serasi
dengan pembangunan.

Dengan melihat tujuan daripada pemberian bantuan oleh
pemerintahan pusat kepada setiap kelurahan/desa di Indonesia,
maka dapatiah memberikan kepada kita bahwa partisipasi
masyarakat baik dalam rangka pelaksanaan bantuan pembangunan
desa maupun usaha-usaha swadaya gotong-royong masyarakat desa
sendiri dapat menunjukan usaha-usahe pembangunan pada

umumnya.




BAB II1

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Terbentuknya Kecamatan Labakkang

Kecamatan Labakkang merupakan salah satu kecm}l@tgn
vang mendapat pemekaran. Kecamatan Labakkang merupakan‘ :s,
perpecahan dari kecamatan Bungoro tahun 1950. w

Selama berdirinya kecamatan Labakkang ini berfungsi sebagﬁi
pemerintahan ditingkat kecamatan dan sebagai fungsinya langsung
melaksanakan  pemerintahan dalam  mensukseskan  serta
merencanakan, merealisasikan program yang telah direncanakan
dan ditetapkan ditingkat kecamatan merupakan wujud realisasi
sebagai fungsi wewenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan
suatu pemerintahan dan berfungsi sebagai Administrator. Fungsi
merealisasikan di segala bidang, stabilitas dan dinamisator menurut
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 1984.

Pada masa pembentukannya yaitu pada tahun 1950 dimana
Kecamatan Labakkang terdiri dari 4 kelurahan, 9 desa ini dalam
pemerintahannya untuk mensejahterakan masyarakatnya dan
berupaya umtuk melanjutkan pembangunan di segala bidang.

Kemudian pada tahun 1980 berdasarkan undang-undang tetang

pemerintahan desa, ditetapkan Menteri dalam Negeri nomor 44

28




29

tahun 1980, tetang pedoman susunan organiasasi tata kera
pemerintahan kelurahan, sehingga dari nama lingkungan berubah
menjadi kelurahan dimana dalam hal ini adalah kelurahan
Labakkang, kelurahan Mangllekana, kelurahan Pundata Baji, dan

kelurahan Bori Masunggu.

B. Keadaan Geografis

Untuk memberikan gambaran tetang potensi wilayah
kecamatan Labakkang dalam pembangunan, maka dalam bagian ini
akan beberapa hal yang dianggap perlu mendapat perhatian
termasuk paktor geografis. Oleh karna itulah maka bab ini akan
kami ketengahkan bebrapa aspek geografia kecamatan Labakkang
sebagai salah satu kecamatan vang ada dikabupaten Pangkajene dan
Kepulauan.

Secara geografis kecamatan Labakkang merupakan daerah
yang termasuk dataran rendah. kecamatan ini hanva berada
diketinggian 0 sampai dengan 500 meter diatas permukaan air laut,
mengenai iklim dikecamatan ini sepanjang tahun terjadi pergantian
musim yaitu:

- Musim hujan terjadi pada bulan Nopember sampai April.




- Musim kemarau pada bulan Mei sampai Oktobar, subu
udaranya berkisar antara 23 °C sampai dengan 32 °C
dengan hatas-batas wilayah sebagai berikut:

- Di sebelah sslatan berbatasan dengan kecammatan Bungoro.

- Di sehelah barat berbatasan dengan Selat Makassar/Liukan
Tupabbiring.

- Disebelah timur berbatasan dengan kabupaten DBone/
Kecamatan Buton.

Kecamatan Lahakkang kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

ini terletak di bagian selatan yang terdiri dari 9 desa, 4 kelurahan.

Adapun keempat kelurahan ini dapat diperinci dari luas masing-
masing Kelurahan dan Desa seperti digambarkan pada tabel berikut:

Tabel O1
Luas Daerali Kecamatan Labakkang
Per Desa/ Kelurahan

No Desaf Kelurahan Luas (ki) Keterangan
1. |Kelurahan Mangallekana 6,88 km 3 Desa
2. |Kelurahan Pundata Baji 5,22 km 2 Desa
3. [Kelurahan Bori Masunggu 5,22 km 2 Desa
4. |Kelurahan Labakkang 4,50 kmm 2 Desa
Jumliah 98,46 kim 9 Desa
|

Sumber data : Kantor Kecamatan Labakkang, Tahun 2000




e e T TR

31

Pada tabel tersebut diatas menytakan bahwa yang paling luas
wilayahnya adalah Kelurahan Mangallekanadengan luas 6,88 km
dan yang paling sempit wilayahnya adalah kelurahan Labakkang,
yakni 4,50 km.

Wilayah  kecamatan Labakkang secara  keseluruhan
merupakan hamparan dataran rendah yang hampir selurnhnya

adalah areal persawahan dan pertambakan, hel ini merupakan

S,
/‘._"‘:J) -

potensi wilayah yang sangat menguntungkan dalany - QI’DSB!;‘

2

pembangunan karena sangat penting artinya dalam mewujudkau

kesejahteraan masyarakat di kecamatan Lahakkang ini. .
Selain sebagai areal pertanian masih terdapat pula dalam

wilayah lainnya yang dimamfaatkan berkebun yang kesemuanya

diarahkan untuk kesejahtraan masyarakat. -

C. Keadaan Demografis

Keadaan penduduk di kecamatan Labakkang kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat dari segi jumlah maupun
kualitasnya, dari segi jumlah penduduk kecamatan Labakkang
tergolong banyak jumlahnya maka memungkinkan untuk
pembangunan daerah ini terbuka lebar karena didukung oleh jumlah

penduduk yang sangat hesar.

’
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Dari kualitas seperti tingkat pendidikan masyarakat kelompok
umur potensial {usia muda) dan mata pencaharian penduduk, untuk
lebih jelasnya perlu kiranya dikemukakan beberapa aspek demografi
dt Kecamatan Labakkang kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

antara lain:

1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Telah kita ketahui bahwa pembangunan yang kita laksanakan
dewase ini pada hakekatnya adalah pembangunan masyarakat
Indonesia seutuhnya, ini berarti bahwea untuk membentuk manusia
Indonesuia seutuhnya maka selutuh lapangan dan kehidupan
manusia Indonesia harus dibangun secara bersama-sama seluruh
masyarakat Indonesia merupakan suhjek dan objek pembangunan.

Sebagai subjek pembangunan maka setiap manusia Indonesia
merupakan pelaksana pembangunan, dan sebagai objek
pembangunan bahwa setiap manusia indonesia merupakan sasaran
secara adil dan merata sesuai dengan asas keadilan sosial bagi
seiuruh rakyat Indonesia.

Dari hal tersebut di atas maka faktor penduduk merupakan
potensi pembangunan vang sangat menentukan bagi kelancaran dan
suksesnya pembangunan dalam wilavah masing-masing, penduduk

tersebut harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan
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pembangunan, sehingga usaha hersama dari seluruh rakyat dapat
dirasakan sebagai usaha nyata dalam peningkatan taraf hidup dan

kesejehteraan.

2. Mata Pencaharian

Mata pencaharian juga mempakan salah satu faktes vang
sangat menentukan hagi kehidupan manusia pada umumnya, begitu
juga penduduk yang ada dalam wilayah kecamatan Labakkang
kabupaten pangkajene dan Kepulauan, pentingnya faktor mata
pencaharian ini karena dengan melalui faktor ini penduduk akan
memperoleh suatu hasil yang dapat memenuhi kebutuhan
keluarganya, maupun kebutuhan masyarakat lainnya baik
kebutuhan yang bersifat material maupun kebutuhan non material.

Sehubungan dengan pentuingnya peranan mata pencaharian
dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan masyarakat
schingga mata pencaharian itu sendiri telah menjadi pula suatu
kebutuhan yang sering dirasakan mendesak untuk memenuhinya,
maka dalam pelaksanaan pembangunan vang dilakukan hingga
dewasa ini, termasuk dalam wilayah kecamatan Lahakkang hingga
dewasa ini, temasuk dalam wilayah keceamatan Lahakkang
kabupaten Pangkep berada dalam usaha memperiuas kesempatan

kerja bagi tenaga kerja yang ada secara terus menerus.

|
-
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Dengan memberikan kesempatan kerja bagi tenaga Kkerja,
khususnya pengangguran, disamping merupakan usaha untuk
meningkatkan tarap hidup dan kesejehteraan keluarganya yang
bersangkutan dengan penghasilannya sebagai sarana pemenuhan
kebutuhan, juga berarti ikut sertanya penduduk atau tenaga kerja
tersebut dalam proses pembangunan karena dengan bekerja berarti
melakukan kegiatan produksi baik berupa jasa yang diperlukan
untuk pembangunan, termasuk jika tenaga kerja tersebut secara
langsung mengerjakan proyek pembangunan yang pada dasarnya
dimaksudkan untuk membuka kesempatan kerja bagi penduduk

desa.

Mata pencaharian penduduk bukan cuma diharapkan delam
suatu bidang usaha tertentu, melainkan yang bersifat heterogen,
karena dengan bermacam-macam lapangan usaha yang dilakukan
penduduk, akan berarti terbukanye kemungkinan yang luas bagi
tersedianya berbagai keuntungan yang diperlukan oleh penduduk

atan masyvarakat itu sendiri.

3. Pendidikan
Selain mata pencaharian sebagai faktor yang sangat penting
artinya bagi setiap manusia, pendidikan juge merupakan faktor yang

tidak kalah pentingnya dibanding dengan mata pencharian.




Pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia pada
umumnya karena dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan
tertentu merupakan sarana bagi setiap manusia untuk memenuhi
kebutuhan dasarnya, dengan pendidikan vang cukup merupakan

modal bagi setiap orang untuk dapat memecahkan masalah yang

. . . AN
dihadapinya den dalam melaksanakan kegiatan untuk mementfhi: . '

kebutuhannya.

Pentingnya pendidikan pada setiap manusia pada umumnya,
khususnya oleh bangsa Indonesia sehingga dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan pemerintah mempunyai tugas vang
sangat penting yang tertuang dalam pembuikaan Undang-Undang
Dasar 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk meningkatkan kecerdasan bangsa tersebut telah
dijabarkan pula dalam GBHN dan selanjutnya dalam berbagai
peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti vang
didasarkan atas instruksi presiden dan sebagainya, seperti
penyempurnaan kurikulum pendidikan, penyempurnean hahan-
bahan pelajaran, alat-alat praktikum, peningkatan kualitas guru,
bujang sekolah dan penempatannye serta berbagai kebijaksanaan
lainnya.

Perhatian terhadap bidang-bidang pendidikan tersebut, bukan

hanya pada suatu daerah atau wilayah tertentu melainkan secara




keseluruhan termasuk dalam wilayah kecamatan Labakkang
Kabupaten Pangkep dimana dalam hal ini ditandai dengan
pembangunan tempat ibadah {mesjid) dan berbagai kebijaksanaan
lainnya di bidang pendidikan. Usaha yang dilakukan ini tidak lain
dimaksudkan agar supaya yang dilakukan itu benar-benar dapat
mencapai sasaran,

Kehijaksanaan untuk mengembangkan bidang pendidikan
tersebut bukan hanyva sekedar untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa semata, melainkan diharapkan dengan pengetahuan yang
dimilikinya diahdikan untuk kepentingan bangsa dan negara, apalagi
jika dikaitkan dengan tugas nasional yang sangat penting dewasa ini
yaitu pembangunan.

Pembangunan harus ditingkatkan secara terus menerus, baik
kegiatannya maupun hasil-hasilnya membutuhkan manusia
Indonesia vang dapat melaksanakan fungsi-fungsinya dalam
pembangunan, baik fungsi penelitian, pelaksanaan, maupun
berbagai fungsi lainnya yang diperlukan bagi kelancaran dan
suksesnya pembangunan dalam bherbagai bidang.

Salah satu faktor yang penting delam ysaga meningkatkan
bidang pendidikan untuk menderdaskan kehidupan bangsa yaitu
berupa pembangunen sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah,

sebagai wadah pendidikan formal yang sangat menentukan.
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Keadaan penduduk kecamatan Labakkang kabuoaten
Pangkajene dan Kepualauan berjumliah 40,080 orang, yang terdiri
dari laki-laki 18.459 jiwa dan perempuan berjumlah 21,620 jiwa

orang sesuai dengan daftar berikut :

Tabel 02
Data Potensi Kecamatan Labakkang / Kelurahan/ Desa
‘ Luas Fenduduk
No | Desa/Kelurahan {0} | oliiaki [Perempuan | Jumleh Ket
i. [Labakkang 4,50 2,378 2719 5.097 Kel
2. |Mangallekana 5,88 1.716 1.952 3668 Kel
3 |Bori Sunggu 5,22 1.340 2,000 3.560 Kel
4. |Fundata Ban .22 1.835 2.100 3.935 Kel
5. |Manakku 2,08 1.958 1.106 2.164 Desa
6. |{Bonto Manai 6,38 Q49 1.049 1998 Dega
7. |Gentung 7,63 1.013 1.054 2.067 Desa
8  jKanaungan 11,37 1.672 1.927 3,596 Desa
S |{Hassilos &,88 o9 1081 2.080 Desa
10. |Patialassang 7,35 5S4 1.085 1.989 Desa
11 |EBatara 6,64 1.526 1.090C 3476 Deega
12 |Taraweang 9,51 1631 1.810 3441 Desa
12, |Bara Patu 10,85 1.448 © 1,358 3.006 Dwan
Jumlah 08,46 18405 21.621 40.080

Sumber data : Kantor Camat Labakkang, Tahun 2000

Berdasarkan tabel di atas bahwa yang paling padat
penduduknya ialah kelurahan Labakkang dan yang paling sedikit

penduduknya ialah kelurahan Bori Masunggu.




BAB IV

HASIL PERELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Desa

Dalam rangka pemerataan pembangunan diseluruh tanah air,
terutama di daerah pedesaan, maka pemerintah talah mengeluarkan
suatu kebijaksanaan mengenai program bhantuan pembangunan
desa vang diberikan pada setiap desafkeluran, dengan tujuan agar
desa tersebut dpat membangun desa dan masyarakat disesuikan
dengan potensi dan masalah yang dihadapidleh desa/keluran vang
bersangkutan.

Di Kecamatan Labakkang, partisipasi masyarakat dalam
pembangunan dapat dikatakan dari tahun ke tahun mengalami
peningkatan, baik dari segi moril maupun materil untuk mencapai
tujuan bersama.

Usaha untuk menggerakkan atau mendorong partisipasi dan
swadaya masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu
tugas pemerintah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
atau dengan rasa tanggung jawab, karena tanpa keterlibatan
masyarakat secara maksimal dalam pembangunan, maka

pembangunan tidak mungkin berjalan sebagaimana yang
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diharapkan. Dalam hal ini, pemerintah dalam kedudukannya
sebagai motivator sangat menentukan.

Di Kecamatan Labakkang selain pemerintah sebagai motivator
dalam penggerak partisipasi masyarakat, masyarakat di wilayah
tersebut juga sudah menyadari dirinya untuk turut serta dalam
proses pelaksanaan pembangunan, misalnya dengan melihat adanya
kegiatan-kegiatan kerja bakti dan gotong-royong masyarakat desa
yang berada di setiap desa di wilayah ini, yang mana dilaksanakan
olel masyarakat secara sukarela dengan penuh rasa kekeluargaan.
Hal tersebut merupakan suatu sumbangan dalam daerah ini yang
tak ternilai harganya, dan hasilnya telah dirasakan manfaatnya oleh
masvarakat setempat. Seperti perbaikan jalan lorong, perbaikan
selokan, penataan pagar, merchabilitasi mesjid dan tempat-tempat
ibadah serta pembuatan jembatan antara desa yang satu dengan
desa vang lainnya agar hubungan dapat berjalan dengan baik.

Tujuan pembangunan Nasional di dalam pebukaan UUD 1945
adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarken
Pancasila.

Untuk mencapeai tujuan tersebut, maka pemerintah lebih
mendorong agar masyarakat lebih  berpartisipasi dalam

pembangunan. Meningkatkan partisipasi masyarakat adalah suatu
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usaha pendayagunaan daya, tenaga dan dana yang terkandung
dalam masyarakat.

Dana, tenaga dan daya tersebut di proses dan diarahkan
kepada usaha-usaha pembangunan yang menjadi kebutuhan
sendiri, baik usaha pembangunan tersebut dilaksanakan dalam
rangka kegiatan yang ada kaitannya dengan proyek pemerintah
maupun inisiatif masyarakat itu sendiri vang berbentuk swadaya
masyarakat.

Dengan adanya kegiatan-kegiatan kerja bakti dan gotong-
rovong dalam masyarakat Kecamatan Labakkang Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan ini, yang dilaksanakan oleh masyarakat
secara sukarela dan penuh rasa kekeluargaan tersebut, merupakan
suatu sumbangan dalamn pembangunan daerah ini yang tidak
ternilai harganya dan hasilnya telah dirasakan langsung oleh
masvarakat setempat. Jika kondisi yang demikian ini tetap
dipelihara dan dibina, maka diharapkan pada tahun-tahun
mendatang terdapat proyek-proyek vang lebih banyek lagi dananya
bersumber dari swadaya murni masyarakat pedesan, sehingga dapat
hidup tenteram dan damai.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka sesuai dengan
tanggapan respoden partisipasi masyarakat dalam pembangunean

desa, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 03
Tanggapan Responden Tentang Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembinaan Desa

No Bentuk Partisipasi Responden Prosentase (%)
l. Kegdaraan sendiri 35 44
3. Anjuran pemerintah 23 29
3. Perintah atasan 3 17
4. Paksaan 9 10
Jumiah 80 100

Sumber data : Hasil Penelitian, Taehun 2000

Dari tabel tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa dari
35 daftar angket vang penulis edarkan, vang menjawab bahwa
partisipasi masyarakat dalam pembangunan karena didarkan atas
kesadaran sendiri, sebanyak 35 orang (44%), menyusul karena
anjuran pemerintah sebanyvak 23 orang (29%), kaerena pemeriutah
atasan sebanyak 13 orang (17%)}), sedangkan karena paksaan
sebanyak 9 orang {1096).

Berdasarkan jawaban para responden tersebut, maka dapat
diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunen vang
didasarkan atas kesadaran sendiri di daerah ini cukup tinggi.
Dengan demikian, maka masyarakat di dalam wilayah Kecamaten

Labakkang cukup membanggakan dan perlu dipelihara serta
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dilestarikan dari generasi ke generasi, sehingga pembangunan
disegala bidang benar-benar dapat dirasakan dan dinikmati oleh
masyarakat itu sendiri,

Disamping itu melalui pengamatan penulis pada tingkat yang
paling bawah, cenderung menunggu perintah. Misalnya jika terjadi
kerusakan-kerusakan pembangunan {misalnya jembatan, jalanan
dan lain-lain sebagainya), tidak pernah terlihat dengan kesadaran
sendiri untuk memperbaikinya, melinkan menunggu perintahf
instruksi dart pemerintah (Kepala Desa/ Lurah).

Begitulah kalau tanpa diikutsertakan seluruh komponen
masyarakat dalam perencanaan pembangunan, yang terjadi
pengerahan tenaga berdasrkan perintah dari Kepala Desa atau
Kelurahan, schingga memiliki dan rasa tanggung jawab untuk

mengawasi hasil pembangunan kurang baik.

B. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Adapun bentuk parsitipasi masyarakat dalam pembangunan
di wilayah Kecamatan Labakkang yaitu meliputi berbagai bentuk
swadaya secara gotong-royong yang pada dasarnya dapat
digolongkan sebagai berikut :
1. Swadaya dalam bentuk pemikiran

2. Swadaya dalam bentuk tenaga
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3. Swadaya dalam bentuk nang
4. Swadaya dalam bentuk bahan dan barang.

Pada pembahasan yang lalu telah disebutkan tentang cara
peningkatan  partisipasi masyarakat, akan tetapi  perlu
dipertanyakan kepada siapa yang perlu diajak berpartisipasi.

Namun demikian, berdasarkan pertimbangan ekonomis dan
keperaktisan, maka cara untuk menumbuhkan partisipasi ialah
dengan mengetahui siapa yang perlu diperhatikan untuk diajak
berpartisipasi. Selama ini partisipasi terutama diperlukan atau
diperlakan masukan dalam proses terjadinya pembangunan.

Partisipasi masyarakat tidak laian adalah keikutsertaan
masyarakat dalam suatn kegiatan pembangunan baik dari segi moril
maupun materil untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Di Kecamatan Labakkang keikutsertaan masyarakat dalam
pembangunan dapat dilihat dari hasil-hasil kegiatan yang telah
dilaksanakan di dalam Kelurahan yang telah diambil sebai
sampel/ responden.

Pada umumnya partisipasi masyarakat di Kecamatan
Labakkang diorganisir melalui Lembaga Ketahan Masyarakat Desa
(LKMD) yang ada di setiap Desa/Kelurahan, Melalui LKMD tingkat-

tingkat swadaya masyarakat akan nampek atau nyata. Hel tersebut

sesni dengan ruang lingkup pembahan mengenai partisipasi
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masyarakat dalam .pemhangunan Desa dan pembiayvaan proyek-
proyek pembangunan yang bersifat fisik.

Adapun partisipasi masvarakat vang paling dominan dalamn
pembangunan di wilavah Kecamatan Labekkang Kabupaten
Pangkajene dan Kepulanan ini dapat dilihat hasil angket/
wawancara dalam tabel sebagai herikut :

Tabel 04
Bentuk Partisipasi Masyarakat

Yang Menonjol dalam Pembangunan
Di Kecamatan Labakkang

]

No Bentuk Partisipasi Responden Prosentase {%6)

i. Uang 13 17

3. Pikiran 15 20

3. Tenaga 37 48

4. Barang/Bahan 10 15
Jumlah 80 100

Sumber data : Hasil Penelitian, Tahun 2000

Berdasarkan tabel di atas, bahwa partisipasi vang dominan
adalah dalam bentuk tenaga. yakni 37 orang atau 48%. menyusul
dalam bentuk pikiran, vaitu 15 orang 20%, dan swadava dalam

bentuk barang / bahan vakni 10 orang atau 13% .
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Kemudian bherdasarkan hasil wawancara penulis dengan
kepala wilayah kecamatan Labakkang ini adalah partisipasi
masyarakat dalam bentuk :

- Swadaya gotong royong hisik.

- Membikin jalan-jalan desa jembatan.

- Posyandu. AT

- Penggalian selokan. _ i, D

-  Mendukung peraturan pemerintaii. o

- Melaksanakan pemerintah secara ikhlas.

Dana vang bersumber dari pemerintah dimaksudkan untuk
memancing partisipasi pedesaan. Sedangkan dana yang bersumber
dari swadaya masyarakat pedesaan menipakan salah satu wujud
nyata dari partisipasi masyarakat dalam kegitan pembangunan,
khususnya pembangunan diseluruh kelurahan dan desa.

Partisipasi masvarakat penting dalam proses pembangunan
dewasa ini. Sedangkan dana hersumber dari masyarakat stempat.
Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, maka akan
meningkatkan kegiatan usaha pembangunan, antara lain diarahkan
kepada perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat dan
terciptanya pembagian bebandan hasil pembangunan masyarakat.

Adapun tanggapan masyearakat dalam pembeangunan sesuai dengan
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daftar engket yang penulis edarkan yaitu 35 lembar, maka jawaban
responden dapat kita lihat pada tabel berikut ini:
Tabel 05

Tanggapan Responden Tentang Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangiuinan

No Tanggapan Responden Prosentase (%)
__1_.— F_Dal_k____" ‘ 30 - 45 B
3. Cukup baik 25 32
3. Rendal [ 13
4. Sangat rendah 8 10
Jumlah 80 100

Sumber data : Hasil Penelitian, Tahun 2000

Berdasarkan tabel diatas, maka dapatlah diketahui bahwa
jawaban responden vang mengatakan baik sebanybaik sebanyak
36 orang atau 45% cukup baik sebanyak 25 orang atau 32%, rendah
sehanvak 11 orang atau 13% sedangkan sangat rendah sebanyak
8 orang atau 10%.

Dengan melihat penjelasan di atas, maka dapatlah diketahui
haliwa tingkat partisipasi masyarakat di wilavah kecamatan

Labakkang cukup baik. vang merupakan modal utama vang tidak
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ternilai harganya didalam memacu dan menunjukkan pembangunan
di segala bidang.

Sebagaiman kita ketahui bahwa salah satu tuuan
pembangunan tujuan itu sendiri terarah kepada usaha
meningkatkan tararaf hidup dan memperluas lapangan kerja berarti
perluasan partisipasi masyarakat.

Didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan
bahwa tujuan pembangunan Indonesia yaitu mewujudkan
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, untuk
mencapai tujnan tersebut, maka bantuaan pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah dimaksudkan agar masyarakat berrpartisipasi
dalam pembangunan.

Keberhasilan pembangunan yang dicapai di wilayah
Kecamatan = Labakkang karena animo atau  kesadaran
masyarakatikut berpartisipasi aktif didalam pembangunan disegala
bidang, Ini dapat terbukti berdasarkan tanggapan masyarakatatau
responden sesuai dengan daftar angket yang penulis edarkan
kepada mereka yaitu sebanyak 35 angket. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel berikut ini.




Tabel 06
Tanggapan Responden Tentang Animo Masyvarakat
Dalem Partisipasi Dalam Pembangunan

No Tanggapan Responden Prosentase (%}
1. Tinggi 24 30
3. Cukup 12 15
3. Sangat tinggi 11 I4
4. Sedang 23 29
S. Rendah 10 12
Jumlah 80 100

Sumber data : Hasil Penelitian, Tahun 2000

Dari tabel ters.ebut dapat kita ketahui enimo masvarakat
berpartisipasi dalam pembangunan tinggi, yekni sebanvak 24 orang
atau 30%, menyusul cukup tinggi 12 orang atau 15%, sangat tinggi
sebanyak 11 orang atau 14%. sedangkan 23 orang atau 29%.
kemudian yang berpendapat rendah sebanyak 10 orang atau 12%.

Berdasarkan pembahasan i atas maka dapatlah disitnpulkan
bahwa animo masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam
pembangunan di wilavah Kecamatan Labakkang cukup tinggi. Kalau
masyarakat sudah merasa bahwa pembangunan adalah miliknya,
maka ia akan menjaga, memeliharanyva, dan mengawasinya. Kalau

terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan, maka
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masyarakat akan menegur, karena pembangunan adalah milik

semua warga desa,.
Adapun partisipasi berdasarkan keinginan/ inisiatif dan tidak
ada paksaan akan menghasilkan pembangunan berkualitas,

menimbulkan rasa ikut memiliki atau rasa ikut bertanggung jawab

dalam pembangunan.

C. Faktor-faktor vang Meanghambat dan Pemecahannya dalam

Meningkatkan Partisipasi Masyaralat

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam
pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Labakkang dapat dilihat
pada tabel berikut ini:

Tabel C7

Tanggapan Responden Tentang Faktor-Faktor
Penghambat dalam Pelaksanaan Pembangunan

No Penghambat Responden | Prosentase {%0)
1. Kurangnva tenaga terampil 15 19
2. Rendahnya tingkat 30 38
kesadaran masyarakat
3. Sikap mental apatis 12 15
Sikap mental loval 12 15
Budava/fadat istiadat 11 13
Jumlah 80 100

Sumber data : Hasil Penelitian, Tahun 2000
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Berdasarkan pada tabel tersebut di atas, maka kita dapat
mengetahui bahwa faktor-faktor yang menghambat dalam
peningkatan partisipasi masyarakat, yang paling dominan
sesuaidengan jumlah responden dari 80 angket yang diedarkan,
yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat sebanyak 20 orang
(38%6). menyusul kurangnya tenaga terampil vakm 15 orang (19%0).
kemudian sikap mental apatis sama banyaknya dengan sikap
mental vang loyal yakni 12 orang {15%), dan budayafadat istiadat
sehanvak 13 orang (13%)

Sesuai dengan data di atas, maka kita mengetahui tfaktor-
faktor yang menghambat dalam meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan sesuai responden.

1. Rendahnya  tingkat kesadaran  sebagian  anggota
masyarakat.

Sebagaimana uraian vang dijelaskean, hahwa pembanguan
merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh
anggota masyarakat.sehingga partisipasi masyarakatmerupakan
syarat mutlak demi suksesnya pembangunan, dengan kata lain
bahwa tanpa partisipasi yang aktif dari masyvarakat. maka
pembangunan tidak mungkin dapat terlaksana atau mencapai hasil

yang maksimal.
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Kalau hal tersebut dikaitkan dengan kenyataan di wilayah
Kecamatan Labakkang, masih terdapat sebagian kecil anggota
masvarakatvang memniliki tingkat kesadaran vang relatif rendah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu
tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“Apabila dilihat daripada partisipasi masyarakat di daerah i

cukup baik, namun dibalik dari pada itu masih ada saja

diantar kelompok kecil masyvarakat yang masih kurang
menyadari tentang partisipasi masyarakat di segala bidang.

(Syarifuddin, Tokoh Agama),

Dari wawancara tersebut di atas, maka dapat dimengerti
bahwa masih ada diantara sekelompok kecil masyarakat yang belum
menvadari tentang partisipasi masvarakat dalam pembangunan.

Sebagaimana telai diketahui pada pembahasan di atas,
bahwa proses pelaksanaan pembangunan memerlukan waktu yang
relatif lama, maka masyarakat dituntut untuk bersaharsecara suka
rela untuk memberikan partisipasi aktif dalam pembangunan
bangsa.

Hal ini jelas seperti yang dikemukeakan oleh salah satu tokech
masyarakat seluku responden vang mengatakan bahwa:

“Satu hal vang merupakan hambatan pelaksanaan

pembangunan di desa yaitu adanya sejumlah anggota
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masyarakat yang sekalipun telah di nilai mampu untuk
memberikan sumbangannya sepanjang tidak langsung dimana
olelh petugas LKMD, yvang diberi tugas untuk mengumpulkan
swadaya measvarakat, keadaan seperti ini membutukan waktu
dan tenaga tidak sedikit untuk terkumpulnva dana
pembangunan sesuai dengan yvang diharapkan.™ (Tokoh Tani).

Jelas bahwa dengan adanva tingkat kesadaran vang relatif
rendah merupakan salah satu hambatan.

2. Kurangnya tenaga terampil.

Sebhagaimana telah  diketahui bahwa dalam rangka
pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan
periu ditingkatkan, diperlukan tenaga yang terampil dalam
melaksanakan berbagai fungsi dalam pembangunan tersebut, baik
dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, maupun bidang
pengawasail,

Selain hal tesebut, dimaklumi pula bahwa pembangunan vang
mengiginkan hasil dalam bentuk material dan non material. dalam
ha! ini terutama untik peningkatan produksi sebagai syarat
tercapainya produksi sebagaimana yang diharapkan.

Dengan kurangnya tenagea terampil di dalam pelaksanaan
pembanguanan di wilayah Kecamatan Labakkang ini, merupakan

salah satu faktor penghambat didalam pembangunan, Berdasarkan



hasil wawancara penulis dengan salah satu responden menyatakan
bahwa;

“Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan

terus menerusdan berkelanjutan dan ditingkatkan diwilayah

Kecamatan Labkkang sudah terlaksana, namun yang menjadi

hambatan adalah masih kurangnya tenaga terampil dalam

pelaksanaan pembangunan”. (Drs Tajuddin) selaku Tokoh

Pendidik.
3. Skap mental yang apatis

Kesibukan dalam pekerjaan menyebabkan masvarakat
bersipat apatis dalam melaksanakan proyek proyek pembangunan
daerah, yaiti masyarakat petani sibuk dengan pekerjaan di sawah,
di samping kesibukan-kesibukan diluar kesibukan pokok.
Masyarakat pengusaha sibuk dengan usahanya di samping sedikit
sekali waktu terluang untuk istirahat dirumahny. Masyarakat
pegawai sibuk dengan pekerjaan dikantor, baik dalam bentuk
pekerjaan dinas atau pekerjaan ekstra, seperti  menghadiri
pertemuan, organisasi sosial dan kemasyarakatan, kunjungan
keluarga, berolah raga dan sebagainya.

Kesibukan-kesibukan masyarakatdalam peker; aannya menjadi

salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan,

dalam arti membangun fikiran, sumbangan material dan yang hanya
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terdapat dalam masyarakat yakni sukar untuk memampaatkan
pembangunan daerah yang ada di desanya. Dan berdasarkan hasil
wawancara penulis dengan salah satu responden yaitu tokoh agama
mengatakan bahwa:
“Dalam rangka melaksankan pembangunan yang dilaksankan
terus menerus dan berkelanjutan ditingkatkandi wilayah
Kecamatan Lahakkang sudah terlaksana namun salah satu
penghambatnya, yaitu dengan adanya mental yang apatis,
maksudnya adanya sebahagain masyarakat sibuk dengan
pekerjaan masing-masing, dimana selain pekerjaan pokok juga
sibuk dengan pekerjaan sampingan, dengan demikian
kesibukan masyarakat dengan pekerjaan menjadi salah satu
faktor penghambat pelaksanaan pembangunan.,” (Tokoh
Agamaj
Dengan demikian, jelas bahwa adanya sikap mental vang
apatis dapat manghambat pelaksanaan pembangunan, yakni
kesthukan masyarakat dengan pekerjaan masing-masing, sehingga
sumbangan material yang ada tersedia dalam masyarakat, sukar
untuk dimamfaatkan dalaean pembangunan deerah yang ada di

desanya.
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4, Sikap mental yang tidak loyal.

Sikap mental yang tidak loyal dalam masyarakat dikarenakaft R -y

keluhan-keluhannya tidak terpermhi. sehingga menimbulkan
ketidak puasan dalam masyarakat.
5. Budaya/adat istiadat.

Dari beberapa hambatan vang telah dikemukakan di atas, ada
hambatan lain yaitu budaya/fadat istiadat yang dianut dalam
masyarakat, yaitu adanya status sosial (bangsewan dan masyarakat
biasa}, dimana pada masyarakat bangsawan kurang melibatkan
tenaganya pada peleksanaan pembangunan. Karena menganggap

dirinya lebih tinggi status sosialnya daripada masyarakat biasa.

D. Langkah-langkah yeng Ditempuh Dalam Peningkatan

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Salah satu faktor terpenting dalam melaksanakan
pembangunan desa adalah adanya swadaya gotong royong.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam usaha
mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk dapat berswadaya
dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Labakkang telah
ditempuh usaha-usaha antara lain:
1. Dengan memberikan pengertiain dan penyuluhan kepada

masvarakat mengenai arti, tujuen dan manpaat daripada




pembangunan, dengan memberi penjelasan bahwa pembangunan
iti merupakan proses yang menghendaki adanya perubahan-
perubahan, kondisi atau keadaan kearah yang lebih baik dan
mempunyl tujuan suatu masyarakat yang adil dan makmur di
seluruh pelosok tanah air, terutama untuk kepentingan
masyarakat itu sendiri dalam meningkatkan kesejahteraannya.

2. Membangun provek pembangunan desa vang dirancang secara
sederhana dan mudah dikelolah masvarakat dengan swadayva
masyarakat, baik yvang bersipfat material maupun yang berupa
tenaga kerja.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pemecahan
fator penghambat seperti yang di uraikan tadi, antara lain:

a. Pemerintah wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam
penyusunan anggaran pembangunan dapat menyediakan dana
vang dimaksud untuk menyelenggarakan usaha peningkatan
ketermpilan penduduk di desa,

b. Upaya peningkatan kesadaran sebagian anggota masyarakat desa
{LKMD)} dan tokoh masyarakat lainnya secara terus menerus
dengan berusahe melalui berbagai upaya seperti ceramah,
penyuluhan, baik pada tempat-tempat ibadah, melalui

saranafwadah lainnya, sehingga masyarakat pada akhirnya
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dapat semakin sadar dan berpartisipasi secara aktif dan
maksimal yang merpakan syarat suksesnya pembangunan.

c. Sikap mental vang apatisdiusahakan menjadi sikapmental yang
sosial, yaitu dengan jalan mengadakan pembagian kerja yvang
teratur, sehingga bagaimana pun kesibukan-kesibukandalam
pekerjaanmnya, dapat meluangkan waktu untuk melayani
persolanpelaksanaan provek pembangunan daerah di desanya.

d. Sikap mental yang tidak loyal.

Sikap mental yang tidak loyal dalam masyarakat sedapat
mungkin  dihindarkan dengan mendengarkan  keluhan-
keluhan anggota masyarakat. Keterampilan kepala desaf
kelurehan untuk  berkonsultasi dikembangkan  dengan
mengembangkan argumentesi yang tepat mengenai keluhan-
keluhan masyarakatnya.

e. Sedapat mungkin bagi golongan bangsawanyang Kkurang
melibatkan diri dalam pelaksanaan pembangunan, agar
menyumbangkan uang atau materi supaya ada keseimbangan

dan rasa kebersamaan.

Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap hasil-hasil

pembangunan yang telah dilakseanakan khususnya terhadap proyek

fisik yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk gotong-

royong dan swadaya masyarakat menunjukan bahwa tingkat

|
_,9
\
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partisipasi di. Kecamatan Labakkang ternyata lebih tinggi dari
bantuan dana yang tersedia. Untuk mengetahui sejruhmana dan
bagaimana peranan bantuan desa dalam meningkatkan parfisipasi
masyarakat telah dilakukan wawacanra dengan menggunaken daftar
pertavaan dari sejumlah responden dari kalangan masvarakat
terhadap pelaksanaan pembangunan yvang dibiaya oleh bantuan
pemerintah terhadap pembangunan desa sebagai berikut :

i. Penilaian responden terhadap prasaran-prasarana menyangkut
tentang bidan penyelengaraan program inpers bantuan desa,
maka keseluruhan responden memberikan penilaian yang sama
bahwa program pembangunan desa yang dilaksanakan pada
umumnya adalah membawa hasil bagi kehidupan masyarakat
desa setempat.

Adapun yang menjadi ukuran untuk menilai sejauh mana
tingkat partisipasi masyarakat yang ditimbulkan oleh inpers bantuan
desa, bagi penilaian masyarakat desa itu sendiri bagi segenap proyek
pembangunan yang berhasil dibangun.

Berdasarkan hasil survei ternyata pemanfaatan proyek-proyek
pembangunan meka penilaian responden dapat digambarkan pada

tahel berikut




Tabel 08
Penelaian Responden Terhadap Kegunaan Prasarana Produksi
No Urutan Penilaian Responden | Prosentase (%)
1. Bermanfaat 63 78,75
2. Kurang hermanfaat 17 21,25
3. Tidak hermantaat - -
L___'  Jumlah . 80 1 100 |

Sumber data : Hasil Penelitian, Tahun 2000

Dari tabel diatas terlihat bahwa penilaian responden terhadap
kemanfaatan sejumlah proyek prasaranan produksi menunjukkan
78,75% menilai bermanfaat, 21,25% menilainya kurang bermanfaat

sedang menilainya tidak bermanfaat tidak ada (0 %).

Tabel menggambarkan penilaian responden

berikutnya
terhadap kegunaan prasarana sosial :

Tabel 09
Tanggapan responden terhadap kegunaan Prasarana Sosial

. ity -

No Urutan Penilaian Responden | Prosentase (%)
i Bermanfaat 65 81,25

2. Kurang bermanfaat 15 18.75

3. Tidak bermanfaat

Sumber data : Hasil Penelitian, Tahun 2000
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Tabel diatas dapat dilihat bahwa kemanfaatan prasarana sosial
menilai 8 1,25%, yang menilai kurang bermanfaat 18,75%, sedangkan
vang menilai tidak bermanfaat 0%.

Nampak bahwa kedua tabel tersebut menunjukan bahwa vang
paling bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat desa adalah
prasarana produksi sesuai dengan kuesioner vang diperoleh dari
responden.

Tabel berikut menggunakan 1engenai bentuk-bentuk

swadaya dari masyarakat desa sebagai berikut :

Tabel 10
Bentuk-Bentuk Swadaya Responden
No Bentuk Swadaya Responden | Prosentase [24)
1. Uang/ Harta Benda 50 62,5
2. Tenaga 20 25
3. Pikiran 10 12,5
Jumlah 80 100

Sumber data : Hasil Penelitian, Tahun 2000

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa 62,5 % responden vang
swadava dalam bentuk uang/harta. menvusul 25 % menyumbang

dalam bentuk tenaga. dan vang menvembangdalam bentuk pikiran

12,5%
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Masyarakat berswadaya dalam hentuk pikiran artinya
masyarakat dapat menyumbangkan ide dan gagasan di dalam
kegiatan pembangunan desa dalam hal ini ide dan gagasan tersebut
disalurkan melaiui kapada lembaga ketahlanan masyarakat yang ada
dan tokoh masvarakat yang dipercavakan dan selanjutnya
menernskannva dalam rapat LKMD dalam ramgka perumusan dan
perencanaan proyek vang akan dibangun.

Tabel berikut mengungkapkan alasan atau motivasi keikut
sertaan para responden terhadap pelaksanaan (pembiayaan proyek-
provek fisik seperti pada tabel berikut :

Tabel 11

Motif-motif Keikutsertaan Responden Dalam
Pembiayan Proyek-Proyek Fisik

No Variasi Keikutsertaan Responden | Prosentase (%)
1. Merasa berkepentingan 35 43,75
2. | Kegotongroyongan/ 30 37.5
kebersamaan
3. | Ketaatan pada pemimpin 15 18,75
4, | Terpaksai atau tidak terpaks4 - -
) Jumlah 80 100

Sumber data : Hasil Penelitian, Tahun 2000
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa moyoritas responden
43,75% menyatakan ikut partisipasi karena merasa berkepentingan
selebihnva 37.5% menyatakan berpartisipasi karena motivasi
kegotong-royongan ateu perasan kebersamaan sebagai masyarakat
kecamatan Labakkang dan hanva 18,75% mengatakan ikut
berpartisipasi karena ketaatan kepada pemimpin.

Kesimpulan vang dapat ditarik dari penjayian tersebut adalah
bahwa dari semua alternatif alasan atau jenis motivasi didasarkan
karena merasa berkepentingan terhadap hasil-hasil proyek vang
dibamngun menduduki urutan teratas, kemudian disusun oleh
motivasi kegotongroyongan sebagai anggota masyarakat.

Jika penelitian respnden diatas dianggap mewakili pendapat
dan sikap masvarakat desa pada umumnya, maka dapat
disimpulkan bahwa hasil pembagunan yang dibiayai oleh impres
bantuan dese mempunvai korelasi positif dengan tingkat partisipasi
masyarakat, sehigga dapat menimbulkan menimbulkan swadaya
gotong-royong masyarakat.

Faktor-faktor yang memperiancar timbulnya partisipasi
masyarakat dalam pembangunan disebabkan karena adanya
kebutuhan masyarakat, kesadaran masyarekat dan potensi dan

potensi ekonomi Kecamatan Labakkang.
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Masyarakat di Kecamatan Labakkang sangat membutuhka TN

pelaksanaan pembangunan diarahkan ke daerah mereka, pelaksahg -

pembangunan tersebut untuk menghilangkan atau setidaknya
mengurangi anggepan bahwa daecarh pedesaan adalah daerah
kawasan konsentrasi penduduk miskin, penurunan persentase
penduduk miskin sekarang ini sudah memperlihatkan pengatuh
besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, kesadaran untuk
membangun daerahnya juga sangat membantu kesukseskan
pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Labakkang , potensi alam
maupun potensi sosial ekonomi di Kecamatan Labakkang sangat
melimpah memberi pengaruh yvang sangat besar terhadap
tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Aspirasi masyarakat di Kecamatan Labakkang ekan
kebutuhan nampak dari kegiatan LKMD didaerah tersebut dalam
memusvawarahkan rencana program pemerintah dalam
pembangunan pada tingkat lingkungan sebelum dibawa ketingkat
kecamatan untuk dimusvawarahkan, hal! tersebut menampakkan
bahwa kebutuhan akan pembangunan diwilayah mereka jelas
mencerminkan adanya kesadaran dan kesadaran warganya untuk
berpartisipasi yang diharapkan dari pemerintah.

Adanva kendalah vyang terkadang mengurangi kebutuhan

masyarakat akan adanya pembangunan di Kecamatan Labakkang



disebabkan oleh pengaruh kemajuan pesat vang dicapai di daerah
tersebut.

Jawaban responden tentang faktor-faktor vang dapat
berpengaruh besar terhadap tumbuhnva partisipasi masvarakat
adalah seperti yang tampak pada tabel dibawah ini

Tabel 12

Faktor-faktor yang Dapat Memperlancar Tumbuhnyva
Partisipast Masvarakat di Kecamatan Labakkang

No Tingkat Responden | Prosentase (26)

a=a UX s

2. Kesadaran masyarakat 48 %0

3. Potensi daerah 14 17.5
Jumlah 80 100,0

Sumber data : Hasil Penelitian, Tahun 2000

Berdasarkan hasil responden vang tampak pada tabel di atas
diketahui bahwa faktor-faktor yang wmempengaruhi tumbuhnva
partisipasi masyarakat ¢i dalam pelaksanaan pembangunan di
Kecamatan Labakkang adalah kehutuhan masyarakat terhadap
hasil-hasil pembangunan vang demikian besar sehingga mendorong
mereka untuk ikut serta menyumbangkan segalah sesuatu vang

dapat diberikan kepada daerah mereka.




BAB V

RESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraiain dari bab terdahulu maka dapatlah ditarik

kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Bentuk partisipasi dalam pembangunan di wilayah kecamatan
Labakkang menunjukkan bahwa  partisipasi berupa
tenaga termasuk kategori yang paling menonjol, sedangkan
partisipasi dalam bentuk bahan dan barang serta uang
termasuk kategori yang sangat mendukung terciptanva
pembangunan.

2. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di
wilayah kecamatan Labakkang maka hasil-hasilnya sudah
dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Adapun hasil-hasil pembangunan di wilayah Kkecamatan
Labakkang vang telah dicapai dengan partisipasi masyarakat
adalah :

- Rehabilitasi mesjid, perbaikan jalan serta penerangan,

- Pembangunan jembatan dan perbaikan jalan besar dan

kecil serta penatean pagar.
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. Bahwa berhasiinya pembangunan disegala bidang sangat

ditentukan oleh adanya korelaso antara kedua kemampuan
vaitu masavrakat da pemerintah, oleh sebab itu pada
hakekatnya pembangunan dilaksanaken oleh pemerintah
bersamma masyarakat, pemerintah memberikan bantuan untuk
merangsang partisipasi masyvarakat, sedangkan masyarakat

berpartisipasi untuk memperlancar pembangunan.

. Sebagai perwujudan dari kesadaran masyarakat untuk

membangun daerahnya maka wuud nyata partisipasi
masyarakat dalam pembangunan di kecamatan Labakkang
adalah menyumbang segala sesuatu pada pembangunan suatu
proyek tertentu, masyarakat juga bisa menyumbang pemikiran
mereka berupa ide saran-saran serta berupa materi atau

bahan yvang diperiukan.

. Partisipasi masyvarakat dalam pembangunan di Kecamatan

Labakkang sudah terbukti dari jaweban penelitian ini,
perbandingan antara partisipasi dan bantuan pemerintah
dalam pembangunan memperlihatkan gagasan  yang
menggembirakan yaitu jumlah dana yang terkumpul tersebut
digunakan untuk membiayai beberapa proyek yang telah

direncanakan sebelumnya.
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B.

dengan pembahasan skripsi ini adzlsh sebzgrl berikut :

1.

Saran-sziren

Adapum saran-sarcn yang penulis kemukckan sehubungan-
Disarankan kepada pare kepala desafkclurchan delam
wilayzh keccamatan labakkang agar mclakukan kordinasi
denpan sepcnap sparat yvone h rtupsc dalem wilayahnya
kiranva memberiikmn penyulishan kpadas masyercket akan
perlunys partisipasi sccara ektif dalzm pembongunen tera
masuk dalem pencumpulsn swedaya masvarekat untuk pembanen
unan ,
Diharapkan pemerintzh meoibatken atau mengikut sertakan
masyarakat secare lengune(rzn: £} &n momberiden tangespe
den sercn-s:ren dalem rusng linkup yeng lebih luas,meni
nta impormsei tentang screlsh sesuatu csebelum mengsmbil
keputusen delam perencanaannya,dan memjclesk=n tantan-~
mekeud dzn tujusn D rencinean pomhanFUnIN YEne eéksn aillk
leksznakan,
“iggranken ouls ser masvarskat depst memberiken dukunes
n ateu portisiorsl sktifnva terhadan stesnlsh noercnconee:

progr-m pemerintih yane trleh dircncensikannve,
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6. Masalah yang mempengaruhi tumbuhnya partisipasi
masyarakat adalah faktor kebutuhan masyarekat vang
menantikan hasil-hasil pembangunan, kesadaran masyarakat
dan potensi daerah, faktor ini bisa menjadi pendorong
tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan,
sedangkan faktor yvang dapat kurangnya tenage terampil dalam
pelaksanaan fungsinya baik dalam bidang perencanaan,

pelaksanaan maupun pada bidang pengawasan.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran penulis kemukakan sehubunggan dengan

pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.

Disarankan agar peranan pemerintah dalam menatap
pembangunan betul-betul dilaksanakan dengan baik agar
pembangunan merata dan dapat dirasakan dan dinikmati
keberadaan oleh selunih lapisan masyarakat agar tidak terjadi
pemusatan pembangunan & suatu tempat tertentu saja
melainkan di seluruh pelosok tanah air.

Diharapkan agar pemerintah melibatkan dan menggikut sertakan
masyarakat secara langsung kedalam rapat dan dapat
memberikan tanggapannya dan saran-saran dalam ruang lingkup

yvang lebih luas, meminta informasi tentang segalah sesuatu
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sebelum mengambil keputusan dalam perencanaan, dan
menjelaskan tentang maksud tujuan perencanaan pembangunan

vang akan dilaksanakan.

3. Disarankan pula agar lembaga perbanken yang ada Ilebih

berperan aktif membantu permodalan usaha masyarakat agar
usaha tersebut bertambah maju danpenghasilan masyarakat
meningkat sehingga partisipasi mereka akan meningkat pula

dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Labakkang.

. Disarankan agar masyarakat dapat memberikan dukungan atau

partisipasi aktif tarhadap segala perencanaan program

pemerintah yang telah direncanakan.

. Untuk mengarahkan masyarakat di dalam partisipasi pada

pembangunan makea di harapkan pemerintah lebih tanggap pada
keinginan-keinginan masyarakat serta dapat membenkan
pengertian tentang betapa pentingnyva keikutsertaan masvarakat
dalam pembangunan di samping itu pemerintah secara langsung
menviunbangkan pikiran, membherikan tangapan, saran-saran

serta memintah informasi dalam pengambilan Kkebijaksaan

pembangunan.
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